PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 1/SKLN-XV11/2019
TENTANG OESMAN SAPTA OEDANG PERSPEKTIF
SIYASAH DUSTURIYAH

Qi

SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH
DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM TATA NEGARA
OLEH:

AMIRUDDIN
15370074

PEMBIMBING "
Dr. H.M. NUR, S.Ag, M.Ag

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020



ABSTRAK

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebelum 2004 disebut Utusan
Daerah, adalah lembaga tinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia
yang Anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih
melalui Pemilihan Umum. Syarat anggota DPD diatur dalam UU No 7
tahun 2017. Pimpinan DPD terdiri dari ketua dan dua orang wakil ketua.
Kehadiran DPD ini seiring dengan bergulirnya pelaksanaan Desentralisasi
yang dikenal sebagai awal Otonomi Daerah dalam Reformasi. Pendirian
DPD ini sejalan dengan kebutuhan peningkatan kapasitas partisipasi
daerah dalam kehidupan nasional yang juga disebut sebagai kanal baru
penyampaian aspirasi masyarakat daerah.

Terjadinya sengketa di internal Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
terjadi lantaran pencalonan Oesman Sapta Oedang (OSO) dalam DPD
digugat karena posisinya sebagai Ketua Umum partai Hanura terhambat
oleh putusan MK yang melarang pengurus partai politik memiliki posisi
rangkap jabatan menjadi anggota DPD. sedangkan dalam perkara yang
terjadi adalah sengketa didalam tubuh DPD itu sendiri bukan senketa
antar lembaga negara sebagaimana disebutkan dalam pasal 61 UU MK.
Hingga gugatan dilayangkan ke' Mahkamah Konstitusi oleh Mantan
Wakil Ketua DPD. GKR Hemas atas tuduhan-sengketa kewenangan
kepempimpinan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
pustaka (library reseach), yaitu penelitian yang diperoleh dari sumber-
sumber buku, jurnal, makalah, naskah, dokumen, dan karya ilmiyah
lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dan penelitian. Sifat dari
penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis
adalah  penelitian dengan cara pengumpulan data kemudian



mendeskripsikan, mengklarifikasi dan menganalisis persoalan yang
berkaitan dengan permasalahan yang diteliti secara mendalam dan
komprehensif. Selanjutnya penulis menggunakan pendekatan Yuridis-
Normatif yang merupakan pendekatan berdasarkan badan hukum dengan
cara menela’ah teori-teori, konsep, asas-asas hukum yang berkaitan
dengan teori Siyasah Dusturiyah.

Setelah melakukan analisis dan penelitian secara mendalam,
Putusan MK Nomor 1/SKLN-XV11/2019 telah menyatakan memberikan
putusan sesuai dengan UUD 1945 pasal 24C ayat (1) dan UU Nomor 23
tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi pasal 61 ayat (2) yang sesuai
dengan hierarki Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 yang mana
peraturan yang lebih tinggi lebih diutamakan dengan mengesampingkan
peraturan yang lebih rendah sama halnya dengan aturan hukum dalam
islam dimana Al Quran menjadi hukum tertinggi dan sunnah juga menjadi
rujukan yang tak mungkin bertentangan dengan Al Quran. Dasar yuridis
wewenang MK berasal dari UUD 1945 pasal 24C ayat (1) dan (2), dan
putusannya bersifat final dalam pengujian Undang-Undang maupun
dalam sengketa Antar Lembaga Negara.

Kata kunci: DPD, MK, SKLN
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Setelah Indonesia merdeka, semua lembaga-lembaga negara di
zaman Hindia-Belanda tersebut menjadi sumber inspirasi pembentukan
kelembagaan negara dan dalam rangka penyususnan Undang-undang
Dasar yang diadopsikan idenya dengan mengubah namanya ke sistem
ketatanegaraan yang hendak dibangun berdasarkan UUD 1945.* Didalam
rekonstruksi pencarian konsepsi tentang lembaga perwakilan melahirkan
perdebatan panjang yang sengit. Dari perdebatan tersebut akhirnya konsep
dasar tentang lembaga perwakilan kemudian dituangkan dalam Konstitusi,
yang pada dasarnya adalah refleksi dari tekad mengakomodasikan dari
seluruh kelompok tergabung secara idologis. Konstitusi secara sederhana
dapat diartikan sebagai dokumen yang berisi aturan-aturan untuk
menjalankan suatu organisasi.?

Dalam perkembangan sejarah, teori dan pemikiran tentang
pengorganisasian kekuasaan dan tentang organisasi negara berkembang
sangat pesat.’ terbukanya gerbang reformasi di Indonesia dan
perubahannya berangkat dari-konsep trias politica yang berdasarkan pada
pembagian: kekuasaan terutama kekuasaan eksekutif .dan legislative.®
Kemudian lembaga-legislatif menjadi dua kamar, kamar | komposisinya
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan
kamar 1l komposisinya anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik

! Jimly Assidigie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca
Reformasi, (Jakarta, Bhuana Illmu Populer, 2017) him.71

2 Jimly Asshidigie, Konstitusi Bernegara Praksis Kenegaraan Bermartabat
Dan Demokrakratis, (Malang, Setara Press, 2016), him.6

* Jimly Asshidigie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara
Pasca Reformasi, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010), him.1

* Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, pemerintahan Daerah Di Indonesia,
(Jakarta: Pustaka Setia, 2005), him.32.



Indonesia (DPD RI). Dengan adanya mekanisme dua kamar tersebut
diharapkan terwujud check and balance® yang sejalan dengan Otonomi
Daerah.

Melalui arus amandemen maka dibentuklah lembaga baru yang
bernama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Berdasarkan
perubahan ketiga UUD 1945, gagasan tentang pembentukan Dewan
Perwakilan Daerah dalam rangka restrukturisasi parlemen Indonesia
menjadi dua kamar telah diadopsikan.® Sebagaimana dijelaskan dalam
Undang-undang Republik Indonesia No 27 Tahun 2009, DPD RI terdiri
atas perwakilan daerah yang tak ubahnya berkedudukan sebagai lembaga
tertinggi negara bersandingan dengan DPR RI.” Perwakilan DPD RI setiap
provinsi ditetapkan sebanyak empat orang, jumlah anggota DPD RI tidak
lebih dari 1/3 dari jumlah DPR RI yang keanggotaannya diresmikan oleh
presiden (Keppres).® Hadirya DPD dalam  struktur ketatanegaraan
Indonesia diatur dalam Pasal 22C dan 22D.° Yang menjadi dasar gagasan
pembentukan DPD RI adalah keinginan untuk lebih mengakomodasi
aspirasi daerah dan sekaligus memberikan peran yang lebih besar kepada
daerah dalam proses pembuatan kebijakan politik berkaitan langsung
dengan pembangunan  daerah. ' Keberadaan DPD @ Rl diharapkan
membangkitkan harapan masyarakat di daerah, kepentingan daerah dan
masalah-masalah -—yang—~ dihadapi :daerah dapat digaungkan dan

diperjuangkan ditingkat nasional. Juga menjamin kepentingan daerah

> Valina Singka Subekti, Menyusun Konstitusi Transisi, (Jakarta, Rajawali

Grafindo, 2008), him.249
" 1526 Jimly Assidigie, Konstitusi dan Konstitualisme, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010)
m
. Lihat Pasal 221-222

® C.S.T Kansil dan christine S.T Kansil, Hukum Tata Negara Republik
Indpne5|a (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), him. 143.144

Ni“matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi, (Jakarta,
Rajawalipress, 2016), him.181



sebagai bagian yang serasi dari kepentingan nasional, dan kepentingan
nasional serasi merangkum Kkepentingan daerah yang menunjang
akselerasi pembangunan daerah.

DPD adalah sebuah lembaga perwakilan seperti halnya DPR yang
mewakili masyarakat pada wilayah tertentu. Seluruh anggota MPR yang
sekarang adalah hasil Pemilu. DPD merupakan alternatif baru bagi bentuk
“utusan daerah” di MPR, yang lebih merepresentasi-kan kepentingan
daerah. Bila pada MPR sistem yang lama anggota utusan daerah
merupakan hasil pemilihan eksklusif anggota DPRD Provinsi, maka
anggota DPD dipilih melalui Pemilu melalui sistem distrik berwakil
banyak. Dalam sisitem ini, masyarakat langsung memilih nama kandidat,
yang memang disyaratkan untuk Independen (bukan pengurus Partai
Politik).

Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga nasional yang para
anggotanya langsung dipilih dalam pemilu tiap provinsi. Dalam putusan
uji materil pasal 182 huruf I UU pemilu, MK menyebut anggota DPD
tidak boleh menjadi pengurus untuk mencegah perwakilan ganda parpol
dalam pengambilan keputusan ~dilembaga legislative.”® Keberadaan
perwakilan ganda itu juga bertentangan dengan pasal 22D UUD 1945.

Dalam dekade ini Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI saat ini
memiliki dua kepemimpinan  yang sama-sama mengaku sah. Pertama
diketuai Muhammad
Saleh dan dua wakilnya; GKR Hemas dan Farouk Muhammad. Kedua

kepimpinan baru yaitu Oesman Sapta Odang alias OSO, dan wakil ketua

' http://tirto.id/kpu-ri-akan-ubah-aturan-soal-pencalonan-anggota-dpd (Di
akses pada pukul 15.12 tanggal 03 juli 2019 )



http://tirto.id/kpu-ri-akan-ubah-aturan-soal-pencalonan-anggota-dpd

Nono Sampono dan Darmayanti Lubis.'* Terdapat perselisihan didalam
internal DPD terkait dalam pemilihan kepemimpinan yang baru yang
ketua nya adalah OSO.

Sejak DPD dibentuk seiring perubahan ketiga konstitusi tahun
2001, prahara lembaga perwakilan ini tak kunjung usai. Terbukti, sampai
dengan periode ketiga masa bakti 2014-2019 ini, sudah ada 4 (empat)
putusan MK mengenai DPD.* Pengaturan tentang calon anggota DPD
pertama kali dinormakan dalam Pasal 63 huruf b UU Nomor 12 Tahun
2003 tentang Pemilu DPR, DPD, DPRD. Pasal ini menyatakan bahwa
syarat calon anggota DPD salah satunya adalah tidak menjadi pengurus
parpol sekurang-kurangnya empat tahun yang dihitung sampai dengan
pengajuan calon. Namun pada tahun 2008, putusan MK nomor 10/PUU-
VI1/2008 mengubah aturan tersebut. Melalui putusan tersebut, MK
menyatakan bahwa anggota parpol boleh turut serta sebagai peserta
pemilu dari calon perseorangan dalam pencalonan anggota DPD. Dengan
demikian, pengaturan tentang pengurus parpol dilarang menjadi anggota
DPD mengalami kekosongan hukum.

Menurut Pakar Hukum Tata Negara Prof. Refly Harun
menyarankan agar diselesaikan melalui jalur hukum, yang pada akhirnya
pimpinan lama DPD - salah satu anggotanya  adalah ~-GKR Hemas
mengajukan -gugatan ke- Mahkamah Konstitusi, “Pertama mengajukan
gugatan ke MK. Namun ini memang agak kontroversial. Tapi saya
menganggap sebagai terobosan hukum. Sengketa kewenangan lembaga

negara itu biasanya antarlembaga negara yang kewenangannya diberikan

™ https://www.medcom.id-nasional politik ini solusi refly harun selesaikan
dualisme pimpinan dpd (diakses pada pukul 13.34 tanggal 16 juli 2019)

"2 Empat putusan MK tersebut yaitu sebagai berikut: 1) Putusan MK Nomor
10/PUU-V1/2008, 2) Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012, 3) Putusan MK Nomor
79/PUU-XI11/201, dan 4) Putusan MK Nomor 30/PUU-XV1/2018.




oleh konstitusi. Seperti kewenangan DPD dan DPR," (Refly dalam Metro
Siang, Rabu 5 April 2017). Menurutnya, terjadinya dualisme pimpinan
DPD tidak bisa diselesaikan dengan win win solution (jalan tengah) karena
sudah mengangkangi putusan Mahkamah Agung (MA). "Win win solution
itu bisa dilakukan sepanjang tidak mengangkangi hukum. Semoga ini
selesai kalau tidak selesai dibubarkan saja DPD".

Putusan Mahkamah Agung soal tata tertib DPD terkait masa
jabatan pimpinan DPD menjadi polemik. Putusan Mahkamah Agung
Nomor 20 P/HUM/2017 membatalkan Tata Tertib Nomor 1 Tahun 2017
yang mengatur mengenai masa jabatan Pimpinan DPD RI selama 2 tahun
6 bulan telah melanggar Pasal 260 ayat (1) yang hanya mengatur
mengenai tata cara pemilihan Pimpinan DPD RI dan bukan mengenai
masa jabatan Pimpinan DPD RI.* Pasal 323 Peraturan DPD-RI Nomor 1
Tahun 2017 tersebut, dimana masa jabatan pimpinan yang tadinya 2014-
2019, berubah menjadi 2014-2017 dan 2017-2019 sesungguhnya adalah
pemberlakuan surut. Ketentuan tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan pada prinsipnya melarang pemberlakuan surut suatu
peraturan perundang-undangan.*

Adanya tata tertib tersebut,'maka masa jabatan Mohammad Saleh
selaku ketua serta Farouk Muhammad dan GKR Hemas selaku wakil
ketua, dianggap kembali- narmal. dan berakhir.pada 2019 sesuai siklus
pemilu, pertimbangan putusan Mahkamah Agung Nomor 20P/HUM/2017,
majelis menyatakan DPD satu rumpun dengan MPR dan DPR. Oleh
karena itu, masa jabatan pimpinan DPD ditetapkan sama dengan masa

jabatan pimpinan lembaga tinggi lainnya. Majelis juga mengingatkan

. Lihat dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3
 Lihat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011



bahwa pengabdian tertinggi anggota DPD seharusnya kepada bangsa dan
negara, bukan pada kelompok tertentu.

Sengketa tersebut antara kepemimpinan DPD RI periode 2014-
2019 dengan Pimpinan Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas, Farouk
Muhammad, serta Nurmawati Dewi Bantilan, dan kepemimpinan DPD RI
periode 2017-2019 oleh Oesman Sapta Odang ( OSO), Nono Sampono,
serta Darmayanti Lubis. Perkara dengan nomor 1/SKLN-XVII/2019
tersebut diajukan oleh GKR Hemas dan dua pimpinan DPD periode 2014-
2019 lainnya. Dalam Putusannya "Menyatakan Mahkamah Konstitusi
tidak berwenang mengadili permohonan para pemohon, Menurut
Mahkamah, permohonan para pemohon tidak termasuk sengketa
kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh
Undang-Undang Dasar".*®

Namun, Sejalan dengan dilantiknya Oesman Sapta Oedang sebagai
ketua DPD yang baru menjadikan sengketa di dalam tubuh DPD karena
menurut pasal 24C tidak menyebtkan frasa “antar” lembaga negara.
Merujuk pada UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Konstitusi
Pasal 61 Ayat (2) bahwa MK terkait masalah ini adalah memutus sengketa
kewenangan yang terjadi antar L.embaga Negara.

Dari persoalan diatas penulis akan membahas tentang bagaimana
Putusan Mahkamah Konstitusi: Nemor: 1/SKLN-XV1I/2019 dengan
menggunakan Persepektif Siyasah Dusturiyah.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan apa yang menjadi latar belakang diatas, maka penulis

membatasi permasalahan dalam pertanyaan :

' Lihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Ketetapan Nomor 1/SKLN-
XVI11/2019



Bagaimana Dinamika sengketa pemilihan anggota Dewan Perwakilan
Daerah kasus Oesman Sapta Oedang?
Bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/SKLN-XV11/2019
dalam kasus Oesman Sapta Oedang Di DPD RI Perspektif Siyasah
Dusturiyah?
C. Tujuan Dan Kegunaan
1. Tujuan
Berdasarkan pokok permasalahan yang dirumuskan di atas, adapun
yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Menjelaskan tentang sengketa pemilihan anggota Dewan Perwakilan
Daerah yang bersifat independen.
2. Untuk Menjelaskan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/SKLN-
XVI11/2019 kasus Oesman Sapta Oedang Di DPD perspektif siyasah
dusturiyah.

2. Kegunaan
a. Kegunaan Teoritis

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi
tambahan wawasan keilmuan dan pengetahuan baik mahasiswa maupun
masyarakat. atau lembaga yang berkaitan. dengan. perkembangan hukum
tata negara dengan disertai
adanya unsur siyasah dusturiyah.
b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu sebagai bahan kajian untuk
peneliti lain yang diharapkan dapat mengembangakan penelitian menjadi
lebih lanjut. Serta diharapkan dapat menjadi acuan, referensi, ataupun
contoh bagi masyarakan pada umumnya.
D. Telaah Pustaka



Setelah dilakukan penelusuran terkait tema mengenai “Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 1/SKLN-XV11/2019 kasus Oesman Sapta
Oedang Perspektif Siyasah Dusturiyah” ditemukan Ada beberapa
penelitian yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.sebagai berikut:

Karya pertama, adalah skripsi oleh Yuliana Windi Agustin
Mahasiswi fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Ampel, yang berjudul “Tinjauan Figh Siyasah Terhadap Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XV1/2018 Tentang Larangan
Rangkap Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Dpd) Sebagai
Pengurus Partai Politik” Skripsi ini membahas tentang apa yang
dipaparkan pada Bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
30/PUUXV1/2018 Tentang Larangan Rangkap Jabatan Anggota Dewan
Perwakilan Daerah (DPD) Sebagai Pengurus Partai Politik serta menjawab
Tinjauan Figh siyasah Terhadap Larangan Rangkap Jabatan Anggota
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sebagai Pengurus Partai Politik.

Kedua, adalah jurnal hukum adigama oleh Yanzah Bagas Nugraha
dan Dwi Andayani Budisetyowati yang berjudul “Analisis Penyelesian
Sengketa Internal Lembaga Negara (Studi Kasus Pelantikan Pimpinan
Dewan Perwakilan Daerah Republik ' Indonesia “Periode 2017-2019)”
dimana jurnal ini berfokus hanya pada bagian opsi penyelesaian sengketa
yang dibagi ‘tiga yang pertama penyelesaian pada Mahkamah Agung,
kedua pada penyelesaian pada Mahkamah Konstitusi dan yang ketiga pada
Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN).

Ketiga, adalah jurnal hukum No. 1 Vol. 15 oleh Masnur Marzuki
yang dalam tulisannya berjudul tentang “Analisis Kontestasi Kelembagaan
DPD dan Upaya mengefektifkan Keadaan™ jurnal ini menjelaskan tentang

bahwa dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan yang terbatas terdapat



empat persoalan dalam menganalisa kendala yang dihadapi oleh DPD.
Pertama, persoalan DPD yang dipicu oleh format kerja dan struktur
kelembagaan yang belum memadai. Kedua, persoalan komposisi
keanggotaan DPD. Ketiga, persoalan lemahnya derajat penerimaan DPD.*
Dalam penelitian tersebut, kehadiran orang-orang partai politik dalam
DPD akan mempengaruhi keberadaan DPD dimasa mendatang dan
diharapkan keberadaan tersebut mampu memompa semangat DPD dalam
meperjuangkan kepentingan-kepentingan daerah.

Keempat, jurnal hukum ilmu pemerintahan oleh Firman Manan
yang berjudul “Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam
Sistem Pemerintahan Republik Indonesia™ dalam jurnal ini menfokuskan
pada upaya DPD-RI mengimplementasikan fungsi-fungsi legislasi,
perwakilan, pertimbangan, pemeriksaan, serta perekrutan dan pelatihan.
Yang dimaksudkan untuk membangun penjelasan tentang fungsi-fungsi
yang dijalankan oleh DPD-RI.

Kelima, Skripsi oleh Khoerul Rizal Mahasiswa Prodi IImu Hukum,
fakultas Sayriah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
yang berjudul “Pencalonan Fungsionaris Partai Politik Sebagai Anggota
Dewan Perwakilan ~Daerah  'Republik Indonesia '(Analisis Putusan
Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018)” ‘dalam. skipsi ini yang
dibahas adalah untuk mengetahui keabsahan fungsionaris partai politik
sebagai anggota DPD, selain itu juga untuk mengetahui penyebab
terjadinya dualisme Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-
XV1/2018 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018

tentang keabsahan Fungsionaris Partai Politik sebagai anggota DPD.

'® Masnur Marzuki, “Analisis Kontestasi Kelembagaan DPD dan Upaya
mengefektifkan Keadaan”Jurnal Hukum No.1 Vol 15 ( Januari 2008), him 97-98.
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Keenam, Tesis oleh Putra Dekantara, S.H. Mahasiswa Prodi
Magister Ilmu Hukum, Pascasrjana Fakultas Hukum, Universitas Islam
Indonesia, yang berjudul “ Optimalisasi Fungsi Legislasi Dalam Sistem
Lembaga Perwakilan Di Indonesia” dalam Tesis Ini yang dibahas adalah
untuk mengetahui latar belakang kewenangan Dewan Perwakilan Daerah
dan Dewan Perwakilan Rakyat yang tidak sama dalam UUD 1945 dan
untuk mengetahui upaya optimalisasi fungsi DPD dalam bidang legislasi
serta prospek DPD kedepan dalam sistem lembaga Perwakilan di
Indonesia.

Ketujuh, jurnal oleh Lucy K.F.R. Gerungan yang berjudul
“Analisis Yuridis Kedudukan DPD dan Hubungannya Dalam Lembaga
Negara Lainnya Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia” dalam jurnal
ini yang dibahas adalah tentang sisi Normatif mengenai DPD dan
hubungannya dengan lembaga negara lainnya sebagaimana dalam UU No
22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPRD, dan
DPD vyang dalam pasal 40 “Menyebutkan bahwa kedudukan DPD
merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai
lembaga negara”."’

Kedelapan, ‘adalah  Skripsi oleh Desniaty. Rahayu, Mahsiswi
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Fakultas Hukum, Universitas
Jendral Sudirman, yang berjudul: “Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah
Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Analisis Tetang
Kedudukan Dan Kewenangan DPD Pada Masa yang Akan Datang)”
dalam skripsi ini penulis mengkaji tentang DPD berkedudukan sebagai
lembaga negara yang merupakan lembaga perwakilan dareah secara

kelembagaan memiliki kedudukan yang sama dengan lembaga negara

Y Jurnal Vol.XIX/No.3/April-Juni/2011
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lainnya seperti MPR dan DPR. Namun dari kedudukan tersebut, DPD
tidak fungsional, karena dalam hubungannya dengan DPR, Kedudukan
DPD tidak sesuai dengan gagasan awal Pembentukan DPD. DPD dalam
masa yang akan datang perlu penegasan seperti penguatan wewenang
DPD, serta Perlu dirumuskan mekanisme antarkamar DPR dan DPD.

Kesembilan, adalah Skripsi oleh Arfandy Ranriady Mahasiswa
Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin,
yang berjudul “Implikasi Hukum Terhadap Kewenangan dan Kedudukan
DPD RI Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 92/PUU/X/2012” yang
jadi pembahasan dalam skripsi ini adalah tentang implikasi putusan MK
terhadap DPD yang menunjukkan bahwa semangat MK untuk meletakkan
konstruksi legislasi dengan mengembalikan kewenangan DPD sejalan
dengan amanat UUD 1945 berdasarkan Putusan MK No. 92/PUU/X/2012.

Kesepuluh, Skripsi oleh Siti Amiati Mahasiswi Fakultas Syariah
dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, dengan judul
“Kedudukan DPD RI Dalam Proses Legislasi Perspektif Prinsip Keadilan
dan Prinsip Persamaan dalam Al-Quran” dalam Skripsi ini penulis
membahas tentang kewenangan DPD khususnya dibidang legislasi dalam
sitem ketatanegaraan R1 seoalah-olah dibatasi dengan hadirnya UU No 27
Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan

No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
terhadap UUD 1945, dimana kedudukan DPD RI dalam praktek legislasi
bertentangan dengan prinsip keadilan dan prinsip persamaan dalam Al-
Quran.

Kesebelas, Skripsi oleh Bagus Setiawan Mahasiswa Fakultas

Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan, dengan judul “Kededukan
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DPD RI Dalam Sistem Tata Negara Indonesia Perspektif Siyasah
Dusturiyah” dalam Skripsi ini Penulis membahas mengenai bahwa
kedudukan lembaga DPD dalam sistem tata negara mempunyai kedudukan
dan kewenangan yang terbatas yang telah diatur dalam UUD 1945.
Seharusnya kedudukan dan kompetensi DPD harus diperkuat agar kinerja
suatu lembaga menjadi lebih baik dalam otonomi daerah. Jika DPD
mempunyai kewenangan tidak terbatas, maka akan lebih antusias dalam
kinerjanya dalam membangun daerah. Dari sudut pandang Figh Siyasah
Dusturiyahnya skripsi ini membahas mengenai kedudukan DPD RI dalam
sistem tata negara yang ada selama ini tampak tidak sejalan atau tidak
sesuai karena Ahl al-halli Wa al-,, agd merupakan perwakilan rakyat yang
memberi fatwa, sedangkan DPD RI lembaga negara yang mempunyai
kedudukan dan kewenangan terbatas.

Sedangkan dalam skripsi yang saya tulis ini akan membahas
tentang bagaimana sengketa pemilihan anggota DPD kasus Oesman Sapta
Oedang dan bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/SKLN-
XV11/2019 dengan disertai unsur figh nya yaitu Siyasah Dusturiyah.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori dalam 'sebuah’ penelitian: sangat diperlukan dan
mempunyai peran penting sebagai pijakan dalam membedah dan meneliti
permasalahan juga untuk-menganalisis yang akan dikaji secara mendalam,
untuk itu penulis menggunakan kerangka teori sebagai berikut:

Siyasah dustiariyah adalah bagian dari figh siyasah yang
berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan
batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan

kekuasaaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-
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hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara
penguasa dan rakyat.

Permasalahan didalam figih siyasah dusturiyah adalah hubungan
antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta
kelembagaan-kelemabagaan yang ada didalam masyarakatnya.’® Oleh
karena itu, didalam figh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya
membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal
ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan
merupakan realisasi  kemashlahatan ~ manusia serta memenuhi
kebutuhannya.

Dalam perkembangannya, Siyasah dustiriyah dibagi menjadi
empat menurut pembidangannya, meliputi:

a. Bidang Siyasah tasyri“iyah, yaitu perwakilan persoalan rakyat

dan penetapan peraturan perundang-undangan.

b. Bidang Siyasah tanfidziyah, vyaitu termasuk didalamnya
persoalan imamah, persoalan bai“ah, wuzarah, waliy al ahdi
dan lain-lain.

c. Bidang Siyasah qadha“iyyah, yaitu pengkajian tentang
masalalah peradilan.

d. Bidang Siyasah idariyah, yaitu pengkajian tentang administrasi

pemerintahan-oleh birokrasi atau lembaga-eksekutif.

Figih siyasah dusturiyah juga mencakup persoalan dan ruang

lingkup  pembahasannya, masalah-masalah  imamah, hak dan

A, Djazuli, Figih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam
Rambu-Rambu
Syari"ah, (Jakarta: Kencana, 2003), him.47.
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kewajibannya, status rakyat dan hak-haknya, baiat, waliyul ahdi,
perwakilan, ahlul halli wal aqdi dan wazarah.*

Dalam figih siyasah, siyasah dusturiyah membahas masalah
perundang-undangan negara. Antara lain konsep-konsep Konstitusi
(undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan
dalam suatu negara), legislasi,(perumusan Undang-Undang) lembaga
Demokrasi dan syuro yang merupakan pilar penting dalam perundang-
undangan.”® Konstitusinya tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dan
hukum-hukum syariat yang disebutkan didalam Al-Quran dan yang
dijelaskan Sunnah Nabawy, baik mengenai masalah agidah, ibadah,
akhlak, mu“amalah maupun berbagai macam hubungan.21

Jenis peraturan perundang-undangan diakui keberadaannya dan
mempunyai hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan
kewenangan, yakni: peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD,
MA, MK. Dan lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh
undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang.*

Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang terpenting dalam
islam, karena ketentuan dan keteapan yang dikeluarkan lembaga legislatif
ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga ‘eksekutif dan
dipertahankan oleh-lembaga yudikatif -atau peraditan. Qrang-orang yang

duduk dilembaga legislatif terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (mufti)

¥ Suyuti Pulungan, Figih Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), him.41.

** Muhammad Igbal, Figh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam,
(Jakarta:
Kencana Prenadamedia Group, 2014), him.177

L yusuf al Qardhawi, Figh Daulah dalam Perspektif Alquran dan Sunnah,

(Jakarta: le%staka Al-kautsar, 1997), him.46-47
Lihat dalam pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 tahun 201
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serta para pakar dalam berbagai bidang.?® Dalam wacana figh siyasah,
istilah al-suthah al-taysri“iyah digunakan untuk menunjukan salah satu
kewenangan atau kekuasaan pemerintah islam dalam mengatur masalah
kenegaraan, disamping kekuasaan eksekutif, yudikatif dan legislatif
berdasarkan pemerintahan dalam islam untuk menetapkan hukum yang
akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya® Dasar-dasar
tata aturan hukum dalam pemerintahan islam harus meliputi: Keadilan,
Musyawarah dan Tanggung Jawab Pemerintah.
Dalam Surah An Nisa“ ayat 58:
Jandly | saSat 5 (a1 s S 5 Lelal ) Coia¥) 15058 0l oS ey 401 ()
Lrsans (S il () 4 aShany Lasi il ()
Dari ayat diatas Ath-Tabrani menafsirkan berkata: pendapat yang
lebih jelas menurut pendapatku, ialah pendapat ulama yang mengatakan,
bahwa ayat ini adalah satu kitab allah yang dihadapkan kepada penguasa
yang mengharuskan merekan menunaikan amanah kepada orang yang
mereka perintahkan dan apa yang dipercakapkan kepadanya dengan adil
dan membagi sama-rata dan persamaan hak dihadapan Undang-Undang.?
Diantara hal yang paling fundamental dalam tatanan dasar politik
hukum perundang-undangan pada ‘setiap ummat itu tercakup dalam tiga
hal salah satunya ialah hak-hak individu dan kekuasaan. Dan diantara asas
yang dijadikan sistem perundang-undangan adalah jaminan hak individu
dan asas persamaan. Sebab pemerintahan yang berdasarkan konstitusi itu
tidak lepas dari undang-undang yang menetapkan asas kebebasan,

persamaan dan hukum yang menjamin realisasi prinsip-prinsip tersebut.?

%> Muhammad Igbal, Figh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, him.188.

** Ibid, him.187.

% Hasby Ash-Shiddigi, llmu Kenegaraan Dalam Figh Islam, (Jakarta:
Bulan Bintang, 1991), him.112.

%% Abdul Wahab Khallaf, Politik Hukum Islam, (Yogyakarta, Tiara
Wacana Yogya, 1994) him.17.
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F. Metode Penelitian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penelitian adalah
kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang
dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu
persoalan.’” Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini,jenis penelitian yang digunakan
adalah penilitian kepustakaan (library research). Library research
merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode
pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan
penelitiannya. Serta merupakan suatu penelitian yang memanfaatkan
sumber kepustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.”® Penelitian ini
merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah
bahan-bahan pustaka baik data primer dan atau data sekunder.
2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang
menghasilkan data deskriptif dengan sifat deskriptif-analitis. Deskriptif-
analitis adalah penelitian ini berupaya mendeskripsikan dan menguraikan
semua persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan
kemudian akan -dianalisis. dengan: menggunakan teori yang telah
dikemukakan oleh para ahli. Penelitian ini akan mendeskripsikan soal
sengketa pemilihan anggota dewan perwakilan daerah kasus oesman sapta

?’ Lihat dalam KBBI

2004) *® Mustika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Nasional,

him. 2-3
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oedanng dan wewenang mahkamah konstitusi dalam mengadili, disertai
analisis dengan menggunakan perspektif Siyasah Dusturiyah.
3. Data
a. Sumber Data

Terdapat dua data dalam penelitian ini Primer dan Sekunder, data
primer atau data dasar adalah data yang diterima langsung oleh sumber
pertama. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-
Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor
17 tahun 2014 Tentang MD3, UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang
Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/SKLN-
XVI11/2019. Selanjutnya data pendukung yakni data sekunder merupakan
bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai data yang akan
diteliti pada data primer, seperti; buku, jurnal, artikel, karya ilmiah dan
lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
b. Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, data yang diperoleh merupakan data
yang berwujud kalimat-kalimat verbal dan biasanya merupakan dokumen,
laporan, upaya atau cerita dan lain lain yang sejenis dengan itu. Dengan
demikian peneliti ini- menggunakan metode pengumpulan data sebagai
berikut :
1) Observasi

Observasi  merupakan  teknik  pengumpulan data yang
memungkinkan peneliti untuk mengamati objek-objek alam diluar
manusia. Observasi merupakan proses pengambilan data yang melibatkan

berbagai proses biologis dan psikologis, menjadikan proses pengamatan
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dan ingatan sebagai hal penting dalam pengumpulan data.”® Pengambilan
data observasi dalam skripsi ini dilakukan dengan melihat peraturan-
peraturan tentang terjadinya sengketa internal pemilihan anggota DPD
yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi.
2) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk
menelusuri data heuristic. Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan
beberapa dokumen resmi berupa arsip Undang-undang dan Putusan
Mahkamah konstitusi.
c. Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode
deduktif. Metode deduktif secara umum diartikan sebagai analisis dari
kesimpulan umum atau gagasan umum yang kemudian diuraikan dalam
contoh-contoh konkrit untuk membangun sebuah kesimpulan. Dalam
penelitian ini, penulis mencoba untuk membangun sebuah kerangka umum
tentang Putuasan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/SKLN-XVII/ 2019
Perspektif Siyasah Dusturiyah yang pada akhirnya akan menghasilkan
kesimpulan.
G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi berjudul “Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 1/SKLN-XVI1/2019. Kasus Oesman -Sapta Oedang Perspektif
Siyasah Dusturiyah”.maka sistematika yang digunakan adalah Sistematika
pembahasan penyusunan skripsi yang tersusun atas pendahuluan,
pembahasan dan penutup, dengan tujuan penelitian dapat disajikan
sistematis. Adapun sistematika dalam penulisan penelitian akan disajikan

sebagai berikut:

2 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif,
dan R & D, cet ke-19, (Bandung: Alfabeta, 2014).
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Bab pertama merupakan pendahuluan, yang terdiri dari tujuh sub
bahasan. Pertama, latar belakang masalah, yang memuat alasan-alasan
pemunculan masalah yang diteliti. Kedua, rumusan masalah merupakan
penegasan terhadap apa dan bagaimana yang terkandung dalam latar
belakang masalah. Ketiga, tujuan dan kegunaan penelitian, yakni tujuan
dan kegunaan yang akan dicapai dalam penelitian ini. Keempat, telaah
pustaka, berisi penelusuran terhadap literatur yang telah ada sebelumnya
dan yang ada kaitanya dengan objek kajian penelitian ini. Kelima,
kerangka teoritik, menyangkut sebagai acuan berfikir atau kerangka
berfikir yang akan digunakan dalam pemecahan masalah. Keenam,
metodologi penelitian, berupa penjelasan langka-langka penelitian yang
telah dilakukan. Ketujuh, sistematika pembahasan. Bagian ini adalah
acuan awal kerangka penelitian yang akan dilakukan serta bentuk
pertanggung jawaban teori dan metode yang digunakan.

Bab Kedua berisi tentang landasan teori yang digunakan dalam
penelitian ini. Teori yang akan digunakan adalah Teori Siyasah
Dusturiyyah.

Bab Ketiga berisi tentang regulasi pemilihan dewan perwakilan
daerah dan wewenang mahkamah' konstitusi dalam' kasus oesman sapta
oedang diinternal DPD.

Bab keempat berisi tentang analisis yang berkaitan dengan pokok
permasalahan penelitian ini, yaitu putusan mahkamah konstitusi nomor
1/SKLN-XV11/2019 perspektif Siyasah Dusturiyah.

Bab kelima merupakan bab penutup dari penelitian. pada bab
bagian ini akan memaparkan kesimpulan yang diambil dari analisis yang

telah di uraikan pada bab sebelumnya, juga disertakan daftar pustaka yang
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dimaksudkan untuk memberikan keterangan terkait semua sumber yang

dijadikan rujukan penulisan skripsi ini.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya,
penulis berkesimpulan bahwa dalam sebuah perincian dalam kekuasaan
tidak dapat apalagi dalam hal kepemimpinan bahwa kekuasan itu didapat
maka lakukanlah dengan amanah dan adil serta maslahat bagi seluruh
ummat. Ketika diberi kekuasaan janganlah meminta-minta kekuasaan
yang lain agar representasi dari lembaga yang dipimpin dapat berjalan
dengan baik dan adil. Selanjutnya, Putusan mahkamah konstitusi dalam
kasus oesman sapta oedang tersebut bersifat final dan putusannya
setingkat dengan Undang-Undang. Dasar yuridis putusannya tercantum
dalam pasal 24C dan pasal 61 Undang-Undang Mahkamah konstitusi.
Untuk menyelesaikan sengketa lembaga negara sebenarnya dapat diajukan
ke Mahkamah Konstitusi tetapi permasalahan yang kemudian muncul
adalah adanya kata “antar lembaga negara”, dengan kata lain untuk
menyelesaikan sengketa internal lembaga negara belum diatur sampai
dengan saat ini. Selama ini kerap dipahami bahwa sengketa kewenangan
harus melibatkan. sedikitnya dua.lembaga negara yang kewenangannya
diberikan konstitusi. Selanjutnnya putusan tersebut sesuai dengan Hierarki
UU yang tercantum dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang
Peraturan Pembentukan Perundang-undangan dengan asas Lex Superior
Derogat Inferior. Dalam hukum islam sendiri hierarki UU, peraturan yang
lebih rendah juga tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada
diatasnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan sama halnya

putusan itu setara dengan undang-undang. Wewenang Mahkamah
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Konstitusi selaras dengan peraturan yang berlaku dengan menjunjung
tinggi nilai-nilai dalam konstitusi. Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD
1945. Penyelesaian oleh MK akan jauh lebih efektif dan efisien jika
dibandingkan dengan penyelesaian oleh lembaga peradilan non-MK, yang
sering harus bertingkat-tingkat.

B. Saran

Frasa yang ada dalam pasal 61 ditulis harus ada dua lembaga
negara sedangkan dalam UUD 1945 pasal 24C tidak menyebutkan antar
lembaga negara sedangkan yang terjadi dalam sengketa diatas terjadi
didalam tubuh DPD sendiri. Penulis menyarankan perlu adanya
pembaruan hukum dalam penyelesaian sengketa ini agar bila terjadi ada
sengketa yang serupa, perkaranya bisa diselesaikan di MK.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya menandakan bahwa Indonesia
sebagai negara hukum belum sepenuhnya menjamin kepastian hukum
yang dibuktikan dengan masih tidak adanya aturan yang mengatur

mengenai masalah sengketa internal lembaga negara.
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